JURNAL STUDI KOMUNIKASI DAN MEDIA
ISSN: 1978-5003 e-ISSN: 2407-6015

PENGARUH KOMUNIKASI DIALOGIS TERHADAP KEPERCAYAAN PADA
PEMERINTAH

THE INFLUENCE OF DIALOGIC COMMUNICATION ON TRUST IN
GOVERNMENT

Andhini Hastrida', Hendriyani’
?Pascasarjana Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia
J1. Salemba Raya 4, Jakarta, Indonesia
'andhini.hastrida@ui.ac.id

Diterima tgl. 17/05/2023 Direvisi tgl. 26/11/2023 Disetujui tgl. 07/12/2023

ABSTRACT

One of the efforts made by government to gain the trust of public is through the use of social media to
communicate directly with public. In a democratic country, public trust in government is an important thing
needed as capital that enables the successful work of government. This article discusses the influence of
mutuality orientation and climate of openness factor in the government's dialogic communication through
social media on trust in government. Measurement of the influence of dialogic communication is carried out
using a measurement scale for the concept of organization-public dialogic communication (OPDC) which
has been adapted for use in social media, while trust in the government is measured using the concepts of
competence, benevolence and honesty. This research is an explanatory quantitative research conducted
through an online survey of 350 social media followers of the Ministry of Manpower of the Republic of
Indonesia. The results of the study show that there is a significant influence of orientation of mutuality and
climate of openness factor in dialogic communication through social media on trust in government, and that
the climate of openness factor influences trust in the government more than the orientation of mutuality
factor.

Keywords: dialogic communication, social media, trust in the government

ABSTRAK

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk memperoleh kepercayaan dari masyarakat adalah melalui
pemanfaatan media sosial untuk berkomunikasi secara langsung dengan publiknya. Dalam negara yang
demokratis, kepercayaan publik pada pemerintah menjadi hal penting yang dibutuhkan sebagai modal yang
memungkinkan keberhasilan kerja lembaga pemerintah. Artikel ini membahas mengenai pengaruh dari faktor
orientasi mutualitas dan faktuor iklim keterbukaan dalam komunikasi dialogis yang dilakukan pemerintah
melalui media sosial terhadap kepercayaan pada pemerintah. Pengukuran pengaruh komunikasi dialogis
dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran untuk konsep organization-public dialogic
communication (OPDC) yang telah diadaptasi untuk penggunaan di media sosial, sedangkan kepercayaan
pada pemerintah diukur menggunakan konsep kompetensi, kebajikan, dan kejujuran. Penelitian ini
merupakan penelitian kuantitatif eksplanatif yang dilakukan melalui survei online terhadap 350 follower
media sosial Kementerian Ketenagakerjaan RI. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh yang
signifikan dari faktor orientasi mutualitas dan faktor iklim keterbukaan dalam komunikasi dialogis melalui
media sosial terhadap kepercayaan pada pemerintah, dan bahwa faktor iklim keterbukaan lebih memengaruhi
kepercayaan pada pemerintah dibandingkan dengan faktor orientasi mutualitas.

Kata Kunci: kepercayaan pada pemerintah; komunikasi dialogis; media sosial

1. PENDAHULUAN

Kepercayaan publik selalu menjadi hal penting bagi lembaga pemerintah di negara demokratis
sebagai modal yang memungkinkan keberhasilan kerja lembaga pemerintah. Berdasarkan studi
Edelman (2012, 2015, 2019), kepercayaan publik terhadap pemerintah cenderung menurun dalam
kurun waktu sepuluh tahun terakhir. Walaupun di beberapa negara kepercayaan pada pemerintah
sempat meningkat ketika pandemi Covid-19 (Goldfinch et al., 2021; Oude Groeniger et al., 2021),
namun studi Edelman (2022) menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap
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institusi pemerintah berada di bawah kepercayaan pada institusi bisnis dan organisasi non
pemerintah.

Di Indonesia sendiri, ketidakpercayaan pada pemerintah yang diekspresikan melalui media
sosial menunjukkan tanda-tanda meningkat sejak pandemi Covid-19 (Riefky et al., 2021). Padahal,
kepercayaan publik merupakan hal penting bagi pemerintahan yang demokratis (Tolbert &
Mossberger, 2006). Kurangnya kepercayaan kepada lembaga-lembaga pemerintah dapat
mengurangi legitimasi pemerintah, atau ekstrimnya, merusak supremasi hukum yang ada (Tolbert
& Mossberger, 2006), sehingga publik cenderung kurang bersedia untuk mematuhi kebijakan yang
datang dari pemerintah secara sukarela (Murphy, 2004). Ketika memiliki tingkat kepercayaan yang
tinggi dari publik, pemerintah akan memiliki kebebasan dan ruang lingkup yang lebih luas untuk
melakukan politik secara lebih bebas dan efektif (Bauer & Fatke, 2014), yang pada akhirnya akan
mempermudah pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah. Dengan demikian, kepercayaan
publik terhadap pemerintah dipandang sebagai hal yang penting untuk mewujudkan sektor publik
yang efektif dan efisien (Porumbescu, 2016).

Melihat pentingnya hal tersebut, pemerintah pun berupaya meningkatkan kepercayaan publik
melalui aktivitas komunikasinya, salah satunya dengan menggunakan media sosial dalam
komunikasi publiknya (Gohar F. Khan, 2017). Melalui penggunaan media sosial, pemerintah di
berbagai tingkatan berupaya untuk menunjukkan transparansi, mendapatkan dukungan kerjasama
antar dan intra organisasi, mendekatkan diri dengan publik, meningkatkan layanan pemerintahan,
melakukan kolaborasi dalam bentuk-bentuk partisipasi dan keterlibatan publik yang inovatif
melalui media sosial, dan membangun kepercayaan publik terhadap lembaga (Bertot et al., 2010;
Gohar F. Khan, 2017; Mergel, 2012, 2016; Nepal et al., 2015).

Beberapa studi menemukan adanya kecenderungan bahwa penggunaan media sosial oleh
pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan publik. Peningkatan penggunaan saluran komunikasi
dan layanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan berjalannya sistem
pemerintahan yang lebih transparan dan terbuka, layanan yang lebih efisien, dan komunikasi yang
lebih mudah dan lebih interaktif antara masyarakat dan pemerintah, yang pada akhirnya dapat
membantu memulihkan dan meningkatkan kepercayaan kepada pemerintah (Kim et al., 2019).
Song & Lee (2016) menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi sarana yang efektif bagi
pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, dengan cara meningkatkan persepsi
mereka tentang transparansi pemerintah. Studi Porumbescu (2016) juga melihat bahwa penggunaan
akun media sosial pemerintah berhubungan positif dengan kepuasan dan persepsi kepercayaan
terhadap pemerintah.

Salah satu bentuk komunikasi yang disarankan dalam pengelolaan hubungan antara organisasi
dengan publiknya di media sosial adalah penerapan prinsip-prinsip komunikasi dialogis (Chen et
al., 2021), di mana komunikasi dialogis dipandang sebagai bentuk yang paling etis dan efektif dari
manajemen komunikasi strategis hubungan masyarakat (Kang et al., 2018) dalam penciptaan dan
pemeliharaan hubungan organisasi-publik (Sdez Martin et al., 2015). Dalam konteks hubungan
organisasi-publik ini, Yang et al. (2015) mengajukan skala pengukuran untuk konsep organization-
public dialogic communication (OPDC) di mana organisasi dan publiknya mengikuti konsep
orientasi mutualitas (orientation of mutuality) dan iklim keterbukaan (climate of openness) dalam
komunikasi mereka, dengan tujuan menghasilkan hubungan yang saling menguntungkan. Orientasi
mutualitas dipandang sebagai hal mendasar yang membedakan dialog dari monolog dalam teori
dialogis, berdasarkan [-Thou relationship dari Buber (1937), sedangkan iklim keterbukaan
merupakan hal yang disarankan oleh teori tindakan komunikatif Habermas (1984) untuk
memfasilitasi komunikasi dialogis (Yang et al., 2015). Dengan menggunakan pendekatan yang
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berpusat pada publik, komunikasi dialogis berfokus pada hasil yang bersifat relasional termasuk
kepercayaan, kepuasan, dan simpati (Kent & Taylor, 2002).

Di Indonesia, pemanfaatan media sosial oleh lembaga pemerintah merupakan bagian dari
reformasi birokrasi, sehingga idealnya, media sosial pemerintah harus menjadi media yang dapat
mengakomodasi kepentingan masing-masing lembaga sekaligus kepentingan masyarakat. Lembaga
pemerintah harus dapat menyediakan informasi yang valid, menyampaikan informasi secara akurat,
efektif, efisien, dan terjangkau, sehingga komunikasi antara pihak pemerintah dengan pemangku
kepentingan dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Media sosial pemerintah juga harus memiliki
prinsip kredibel, integritas, profesional, responsif, terintegrasi, dan keterwakilan (Menteri PAN RB,
2012). Beberapa manfaat yang diharapkan dari penggunaan media sosial bagi pemerintah di
Indonesia di antaranya adalah untuk mendorong efisiensi dalam pemerintahan, memulihkan
kepercayaan masyarakat yang turun, menghadapi perkembangan zaman, dan sebagai sarana
komunikasi krisis dan bencana alam (Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2018).

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI merupakan lembaga negara yang bertugas
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, mencakup regulasi dan
implementasi regulasi dalam urusan di masa sebelum bekerja, ketika bekerja, dan sesudah bekerja,
termasuk di dalamnya perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pelayanan penempatan tenaga
kerja serta penguatan informasi pasar kerja dan bursa kerja (Kementerian Ketenagakerjaan
Republik Indonesia, 2018). Regulasi bidang ketenagakerjaan dapat menimbulkan dampak langsung
maupun tidak langsung kepada masyarakat angkatan kerja dan keluarganya. Berdasarkan data BPS
per Februari 2022, jumlah angkatan kerja di Indonesia mencapai 144.014.048 jiwa, atau sekitar
52% dari populasi masyarakat Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2022). Luasnya publik yang
terdampak informasi bidang ini membuat kepercayaan dari publik menjadi penting. Karenanya,
Kemnaker memanfaatkan media sosial untuk melakukan komunikasi dialogis untuk mendapatkan
kepercayaan publik. Hal-hal inilah yang menjadi pertimbangan untuk melihat pengaruh dari
komunikasi dialogis yang dilakukan Kemnaker terhadap kepercayaan pada pemerintah.

Di masa pandemi Covid-19, dari tahun 2020 hingga 2022, terjadi peningkatan penggunaan
media sosial di Indonesia. Tercatat penambahan sebanyak sekitar 12 juta pengguna aktif media
sosial pada tahun 2020, sekitar 10 juta pengguna pada tahun 2021, dan 21 juta pengguna pada
tahun 2022 (DataReportal, 2020, 2021, 2022). Dalam masa ini pula, pemerintah mulai gencar
memanfaatkan media sosial untuk mengakomodasi penyebaran informasi ke masyarakat
(Goeritman, 2021), baik terkait pandemi itu sendiri maupun mengenai program-program bantuan
yang dilaksanakan pemerintah dalam rangka mengatasi efek dari pandemi yang terjadi. Hasilnya,
publik berbondong-bondong mengikuti akun-akun media sosial pemerintah untuk mendapatkan
kabar terbaru mengenai program-program tersebut, sehingga jumlah followers media sosial
sebagian lembaga pemerintah pun meningkat cukup pesat, termasuk di dalamnya media sosial
Kemnaker RI. Kondisi ini menjadi penting untuk diketahui dalam upaya memahami ekspektasi
publik terhadap komunikasi yang dilakukan pemerintah melalui media sosialnya.

Dengan menelaah penggunaan komunikasi dialogis pada media sosial, termasuk media sosial
pemerintah, dan hubungannya dengan kepercayaan publik, menjadi menarik untuk mengetahui
apakah faktor orientasi mutualitas dan iklim keterbukaan dalam komunikasi dialogis yang
dilakukan pemerintah melalui media sosial berpengaruh terhadap kepercayaan pada pemerintah.
Penelitian-penelitian sebelumnya tentang komunikasi dialogis di media sosial dan kepercayaan
pada pemerintah kebanyakan melakukan pengukuran dengan menggunakan adaptasi dari lima
prinsip komunikasi dialogis Kent & Taylor (1998), ataupun konsep OPDC secara umum dengan
tidak memisahkan antara faktor orientasi mutualitas dan iklim keterbukaan. Padahal hasil studi
Yang et al. (2015) memperlihatkan bahwa dua faktor tersebut dapat dipisahkan. Penelitian ini akan
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memisahkan kedua faktor tersebut menjadi dua variabel di dalam konsep komunikasi dialogis
sehingga dapat dilihat faktor mana yang lebih memengaruhi kepercayaan pada pemerintah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan peran komunikasi dialogis melalui media
sosial, terutama dari aspek orientasi mutualitas dan iklim keterbukaan, memengaruhi kepercayaan
pada pemerintah. Lebih lanjut, penelitian ini juga menjelaskan aspek mana yang lebih mampu
memprediksi kepercayaan tersebut. Penelitian dilakukan terhadap komunikasi dialogis yang
dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia melalui media sosial.

1.1. Tinjauan Teoritis

a) Kepercayaan pada pemerintah
Kepercayaan dapat diartikan sebagai tingkat keyakinan satu pihak dan kesediaan untuk

membuka diri kepada pihak lain, yang dinilai sebagai salah satu aset tak berwujud yang penting
bagi organisasi dan indikator penting dari kualitas hubungan antara organisasi dengan publiknya
(Hon & Grunig, 1999). Dalam konteks hubungan masyarakat, kepercayaan umumnya diukur dalam
tiga dimensi, yaitu integritas (integrity) yang mengacu pada keyakinan bahwa sebuah organisasi itu
jujur dan adil, kemampuan untuk diandalkan (dependability) yang mengacu pada keyakinan bahwa
apa yang dikatakan oleh organisasi akan dilakukan, dan kompetensi (competence) yang mengacu
pada keyakinan bahwa organisasi memiliki kemampuan untuk melakukan apa yang dikatakannya
akan dilakukan (Hon & Grunig, 1999).

Terminologi kepercayaan publik umum digunakan dalam pembahasan mengenai komunikasi
pemerintah (M. Lee et al., 2021; Mansoor, 2021; Park et al., 2016; Thomas, 1998; Tolbert &
Mossberger, 2006; Yang et al., 2015), yang mengacu pada kepercayaan yang dimiliki masyarakat
terhadap pemerintah secara umum ataupun lembaga pemerintah tertentu. Dalam penelitian ini,
terminologi kepercayaan publik mengacu pada hal yang sama dengan yang dimaksud dalam
terminologi kepercayaan terhadap pemerintah.

Grimmelikhuijsen et al. (2013) menjelaskan tiga dimensi yang berpengaruh terhadap
pembentukan kepercayaan pada pemerintah yaitu kompetensi (competence), kebajikan
(benevolence), dan kejujuran (honesty). Kompetensi mengacu pada berfungsinya organisasi
pemerintah itu sendiri, kebajikan menggambarkan bagaimana organisasi pemerintah yang benar-
benar peduli pada masyarakat yang dilayaninya kemungkinan besar akan dianggap baik hati,
sementara kejujuran mengacu pada sejauh mana orang/organisasi dianggap mengatakan yang
sebenarnya dan menjaga komitmen.

Penelitian sebelumnya pada media sosial Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap pemerintah
dapat meningkat melalui penggunaan media sosial oleh lembaga pemerintah, selama publik
merasakan transparansi dan interaktivitas dalam komunikasi media sosial yang dilakukan
(Marpianta & Hendriyani, 2019).

b) Komunikasi dialogis di Media Sosial
Komunikasi dialogis adalah "proses diskusi terbuka dan dinegosiasikan," di mana ide dan

pendapat dipertukarkan (Kent & Taylor, 1998). Konsep komunikasi dialogis dari Kent & Taylor ini
adalah salah satu studi hubungan masyarakat paling awal untuk mengenali adanya potensi
pembangunan hubungan dari teknologi komunikasi digital dan menyediakan strategi untuk
membangun hubungan dengan publik L

Berbagai penelitian dalam domain media sosial telah menerapkan kerangka komunikasi
dialogis untuk memeriksa apakah dan sejauh mana organisasi menggunakan fitur interaktif media
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sosial untuk terlibat dengan publiknya (Lai et al., 2020). Bortree & Seltzer (2009) mengadaptasi
lima prinsip komunikasi dialogis ke struktur dan penggunaan Facebook, sedangkan Rybalko &
Seltzer (2010) menggunakan pendekatan adaptasi dan perubahan untuk menerapkan prinsip-prinsip
komunikasi dialogis ke Twitter. Sdez Martin et al. (2015) dan Haro-De-rosario et al. (2017)
mengkaji penerapan komunikasi dialogis di media sosial terkait sejauh mana pemerintah daerah
Eropa mengembangkan strategi dialogis di media sosial mereka. Sementara itu, Wang & Yang
(2020) meneliti bagaimana organisasi nirlaba maupun perusahaan laba menggunakan Twitter untuk
membangun hubungan dialogis dengan publiknya. Di Indonesia, penelitian Nugraha & Irwansyah
(2022) menggunakan model dialogis dari Kent & Taylor untuk menjelaskan pemanfaatan media
sosial di Kementerian Luar Negeri, sedangkan Samad (2023) menggunakan perspektif komunikasi
dialogis untuk mencermati diplomasi digital salah satu pejabat negara di Twitter. Selain itu, Husna
et al (2023) melihat bagaimana rumah sakit menghadirkan komunikasi dialogis melalui media
sosial untuk berkomunikasi dengan publiknya.

Penelitian-penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa sifat interaktif dan kolaboratif
dari media sosial memungkinkan organisasi untuk menunjukkan orientasi mutualitas dan
menciptakan iklim keterbukaan dalam komunikasi dialogis (Men et al., 2018; Yang et al., 2010).
Sifat-sifat utama dialog yang ditangkap dalam konsep komunikasi dialogis organisasi-publik
(OPDC) dipandang sangat penting dalam membangun kepercayaan, mengurangi ketidakpercayaan,
dan mengembangkan hubungan antara organisasi dan publiknya di media sosial (Chen et al., 2021).
Fitur-fitur yang dimiliki media sosial memberikan peluang bagi organisasi untuk mengadopsi
prinsip-prinsip pembangunan hubungan dialogis dengan publik melalui Internet (Kent & Taylor,
1998) yang pada awalnya ditujukan untuk memandu praktik hubungan masyarakat menggunakan
situs web (Chen et al., 2021).

¢) Konsep komunikasi dialogis organisasi-publik (OPDC)
Penelitian ini menggunakan konsep komunikasi dialogis organisasi-publik dan kerangka kerja

OPDC dari Yang et al. (2015) yang diterapkan ke dalam konteks media sosial, di mana
pengukurannya dilakukan melalui dua faktor utama, yaitu faktor orientasi mutualitas (orientation of
mutuality) dan iklim keterbukaan (the climate of openness). Faktor orientasi mutualitas mengacu
pada keterkaitan dan ketergantungan antara organisasi dan publiknya, serta konfirmasi timbal balik
dari pandangan masing-masing pihak (Kent & Taylor, 2002; Yang et al., 2015). Faktor ini terdiri
dari dimensi landasan (grounding), merujuk pada kondisi komunikator berbagi kesamaan;
kolaborasi (collaboration), dimaksudkan untuk mencapai tujuan komunikasi yang efektif secara
bersama-sama; kesetaraan yang sah (confirmed equality), di mana semua pihak memiliki nilai yang
sama dalam dialog; daya tanggap (responsiveness), atau ketika komunikator mengakui kebutuhan
dari pihak lainnya; rasa hormat (respect), merupakan tindakan mendukung pihak yang
berkomunikasi lainnya tanpa syarat; dan empati (empathy), yaitu kemampuan untuk memprediksi
kebutuhan dan perasaan komunikator lain.

Penelitian Yang et al. (2015) menemukan bahwa dibandingkan dengan ketidakpercayaan,
kepercayaan memiliki hubungan yang relatif lebih kuat dengan orientasi mutualitas, di mana
atribut-atribut orientasi mutualitas menjadi lebih relevan dengan kepercayaan publik. Hal ini
menjadi dasar dari hipotesis dalam penelitian ini, bahwa faktor orientasi mutualitas dalam
komunikasi dialogis yang dilakukan pemerintah melalui media sosial memengaruhi kepercayaan
publik terhadap pemerintah (H1). Faktor kedua dalam komunikasi dialogis organisasi-publik
adalah faktor orientasi mutualitas, yang mengacu pada sejauh mana organisasi menciptakan iklim
yang terbuka dan jujur untuk melibatkan publik dalam dialog secara efektif. Faktor ini terdiri dari
dimensi aksesibilitas (accessibility), yaitu akses yang sama ke semua komunikasi, keaslian
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(genuineness), yang mengacu pada pembentukan lingkungan komunikasi yang menghasilkan minat
otentik dari masing-masing komunikator, dan transparansi (transparency), atau jelas dalam
pengungkapan informasi. Hasil studi Yang et al. (2015) menunjukkan bahwa iklim keterbukaan
sangat erat kaitannya dalam melahirkan kepercayaan dan ketidakpercayaan publik, dan faktor
keterbukaan ini di OPDC memiliki efek yang jauh lebih kuat terhadap kepercayaan dan
ketidakpercayaan publik dibandingkan dengan faktor mutualitas. Hal ini menjadi dasar dari
hipotesis dalam penelitian ini, bahwa faktor iklim keterbukaan dalam komunikasi dialogis yang
dilakukan pemerintah melalui media sosial memengaruhi kepercayaan terhadap pemerintah (H2),
dan faktor iklim keterbukaan lebih dapat memprediksi kepercayaan terhadap pemerintah dibanding
faktor orientasi mutualitas (H3).

1.2. Konseptualisasi Hubungan Komunikasi Dialogis di Media Sosial dengan Kepercayaan
Pada Pemerintah
Sejalan dengan perkembangan teknologi media komunikasi yang digunakan pemerintah saat

ini, komunikasi dialogis dalam hubungan antara pemerintah dengan masyarakat dipandang dapat
diwujudkan melalui penggunaan media sosial (Kang et al., 2018; Lai et al., 2020; Liu et al., 2020).
Dengan mempertimbangkan sifat layanan media sosial yang bersifat dua arah dan real-time, yang
kemudian membuat orang-orang menjadi relatif mudah untuk membangun hubungan satu sama
lain, menjadi penting bagi pemerintah untuk mendapatkan kepercayaan masyarakatnya dengan
memanfaatkan media sosial yang berorientasi pengguna (Park et al., 2016). Hubungan tersebut
dapat digambarkan dalam model analisis berikut ini.

ORIENTASI MUTUALITAS

Kolaborasi

Landasan

Kesetaraan yang sah

KEPERCAYAAN PADA
PEMERINTAH

Rasa hormat Kompetensi

[ )
[ )
[ )
[ Daya tanggap ]
[ ]
[ ]

Empati [ Kebajikan ]

[ Kejujuran ]

IKLIM KETERBUKAAN

[ Aksesibilitas ]
[ Keaslian ]
[ Transparansi ]

Gambar 1. Model Analisis Hubungan Komunikasi Dialogis dengan Kepercayaan pada Pemerintah

Adapun konsep-konsep yang menjadi variabel independen meliputi orientasi mutualitas dan
iklim keterbukaan. Variabel-variabel tersebut membentuk komunikasi dialogis yang dilakukan
organisasi yang dapat memengaruhi komponen variabel kepercayaan, yaitu kompetensi, kebajikan,
dan kejujuran, yang dalam penelitian ini menjadi variabel dependen. Hubungan antar konsep-
konsep tersebut didasari pada komunikasi dialogis dalam hubungan organisasi dan publik, di mana
media sosial dinilai dapat menyediakan saluran yang tepat untuk membantu organisasi terlibat
dalam komunikasi dialogis dengan publik utama mereka (Yang et al., 2015).

Berdasarkan tinjauan yang dilakukan, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:
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e HI: Faktor orientasi mutualitas dalam komunikasi dialogis yang dilakukan Kemnaker melalui
media sosial dapat memengaruhi kepercayaan pada pemerintah secara positif.

e H2: Faktor iklim keterbukaan dalam komunikasi dialogis yang dilakukan Kemnaker melalui
media sosial dapat memengaruhi kepercayaan pada pemerintah secara positif.

e H3: Faktor iklim keterbukaan lebih dapat memengaruhi kepercayaan pada Kemnaker secara
positif dibanding faktor orientasi mutualitas.

Mengingat heterogennya faktor demografis pengguna media sosial, penelitian ini tidak
memasukkan faktor demografis sebagai variabel independen.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif eksplanatif yang dilakukan melalui survei
online dengan membagikan tautan kuesioner Google Form terhadap follower media sosial
Kemnaker pada November 2022. Penelitian ini memilih follower dari tiga akun media sosial
Kemnaker sebagai populasinya, dengan jumlah 2.529.190 (data per 1 Agustus 2022), terdiri dari
395.700 follower Twitter, 188.000 follower Facebook, dan 1.945.490 follower Instagram. Kriteria
responden adalah mereka yang telah mengikuti akun resmi media sosial Kemnaker di Twitter atau
Facebook atau Instagram.

Sampel dalam penelitian ini adalah bagian dari populasi yang akan diambil sebagai sumber
data penelitian dan diambil dengan metode convenience sampling atau accidental sampling, yaitu
teknik penentuan sampel non-probablilitas, di mana peneliti bisa mengambil sampel pada siapa saja
yang ditemui tanpa perencanaan sebelumnya (Stockemer, 2019). Pada penelitian ini, sampel
diambil dari laman akun media sosial Twitter, Instagram, dan Facebook Kemnaker RI.
Penghitungan jumlah sampel dilakukan per kelompok media sosial, menggunakan rumus slovin,
dari jumlah populasi masing-masing media sosial, dengan tingkat kepercayaan 90% atau tingkat
kritisnya 10%, diperoleh total 300 sampel. Jumlah data yang dapat diolah setelah dilakukan
pembersihan data dengan mengeluarkan data outliers adalah sebanyak 350 data responden,
sehingga jumlah sampel yang diteliti menjadi 350 sampel.

Dalam proses perumusan penelitian, telah dilakukan penelusuran profil organisasi melalui
situs lembaga dan perolehan deskripsi pengelolaan media sosial organisasi melalui wawancara
dengan pihak Biro Hubungan Masyarakat Kemnaker RI selaku pengelola media sosial resmi
Kemnaker RI. Penentuan jenis media sosial yang diteliti didasarkan pada hasil wawancara dan data
monitoring media sosial lembaga yang menunjukkan tingkat interaksi tertinggi.

Tabel 1. Tabel Operasionalisasi Konsep

Variabel Definisi Operasional Dimensi Indikator Skala
Orientasi Keterkaitan dan Landasan 1. Mencoba untuk memperlihatkan bahwa Likert
Mutualitas ketergantungan antara (Grounding) publik dipahami dengan benar
(orientation of organisasi dan 2. Mengundang publik untuk berkomunikasi
mutuality) (X1)  publiknya, konfirmasi 3. Memiliki kesamaan komunikasi dengan

timbal balik dari nilai- publik
nilai dalam pandangan Kolaborasi 1.  Berkomunikasi bersama untuk kemajuan Likert
yang berbeda, yang (Collaboration) bersama
dibawa oleh masing- 2. Dapat menangani beragam perspektif publik
masing komunikator secara efektif
(Yang et al., 2015) 3. Menerima pendapat publik sebagai hal yang
patut dipertimbangkan
Kesetaraan 1. Tidak otoriter dalam berkomunikasi dengan ~ Likert
(Equality) publik

2. Tidak meminta kendali atas publik
3. Tidak sombong dalam berkomunikasi
dengan publik
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Daya tanggap 1. Peka terhadap kebutuhan publik saat ini Likert
(Responsiveness 2.  Memperhatikan apa yang dikatakan publik
) 3. Menanggapi pesan publik dengan segera
Rasa hormat 1. Pertahankan pandangan positif meskipun Likert
(Respect) berbeda pendapat
2. Mengakui nilai unik dari opini publik
3. Menunjukkan perhatian yang tidak
mementingkan diri sendiri dalam
mengakomodasi umpan balik publik
Empati 1. Memiliki empati dalam memahami perasaan  Likert
(Empathy) publik
2. Mencoba memahami masalah dari
perspektif publik
3. Memperkirakan bagaimana perasaan publik
saat ini
Iklim Kemauan dan Aksesibilitas 1. Membagikan akses informasi yang terbuka  Likert
Keterbukaan kesempatan untuk (Accessibility) untuk semua publik
(the climate of membangun komunikasi 2. Memberikan kesempatan kepada publik
openness) (X2) yang terbuka dan jujur, untuk mengemukakan pendapat mereka
sehingga baik organisasi 3. Mudah untuk diajak bicara
maupun publik dapat 4.  Tepat waktu dalam memberikan informasi
terlibat dalam kepada publik
komunikasi dialogis Keaslian 1. Jujur dalam berkomunikasi dengan publik Likert
yang efektif, dengan (Genuineness) 2. Lugas dalam berkomunikasi dengan publik
kata lain sejauh mana 3. Berkomitmen pada percakapan dengan
organisasi menciptakan publik
iklim yang terbuka dan Transparansi 1.  Transparan dalam membagikan maksud Likert
jujur untuk melibatkan (Transparency) organisasi untuk berkomunikasi
publik dalam dialog 2. Jelas untuk dipahami ketika berkomunikasi
secara efektif (Yang et dengan publik
al., 2015) 3. Tidak memanipulasi tafsiran opini publik
Kepercayaan Bentuk-bentuk harapan Kompetensi 1. Pemerintah memiliki kompetensi. Likert
pada atau ekspektasi positif (competence) 2. Pemerintah bertindak secara efektif.
Pemerintah (Y)  dari publik mengenai 3. Pemerintah terampil.
niat dan perilaku 4. Pemerintah profesional.
pemerintah, yang 5. Pemerintah menjalankan tugasnya dengan
ditinjau dari evaluasi baik.
kinerja, niat baik dan Kebajikan 1. Pemerintah melakukan yang terbaik untuk Likert
kepedulian, serta (benevolence) membantu masyarakat.
integritas dari 2. Pemerintah bertindak untuk kepentingan
pemerintah. masyarakat.
(Grimmelikhuijsen et 3. Pemerintah benar-benar peduli dengan
al., 2013; Porumbescu, kesejahteraan masyarakat.
2016) 4. Pemerintah mendekati masyarakat dengan
cara yang tulus.
Kejujuran 1. Pemerintah tulus terhadap masyarakat. Likert
(honesty) 2. Pemerintah menghormati janji-janjinya.
3. Pemerintah bersikap jujur.

Analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi berganda dengan uji
Stepwise Regression yang dilakukan untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel bebas
terhadap variabel terikat, baik secara parsial maupun secara bersama-sama, sekaligus mendapatkan
model regresi terbaik dalam penelitian. Sebelumnya, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi berupa

uji normalitas, linearitas, korelasi bivariat, homokedastisitas, dan multikolinearitas.

Pengujian reliabilitas dan validitas dilakukan menggunakan Alpha Cronbach dan Pearson’s
Total Item Correlation. Pengolahan data dan analisis dilakukan dengan menggunakan perangkat
lunak IBM SPSS Statistics Version 24. Analisis yang dilakukan dibagi menjadi dua, yaitu analisis
yang dilakukan berdasar data gabungan dari followers tiga media sosial Kemnaker (data
keseluruhan) dan analisis yang dilakukan pada data terpisah dari followers masing-masing media

sosial (data per media sosial).
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Jumlah data yang dapat diolah setelah dilakukan pembersihan data dengan mengeluarkan data
outliers adalah sebanyak 350 data responden secara keseluruhan, dengan komposisi 103 dari
Twitter, 138 dari Instagram, dan 109 dari Facebook. Satu responden hanya masuk dalam satu
media sosial (mutually exclusive). Klasifikasi data responden dilakukan berdasarkan jawaban
responden dalam kuesioner yang dibagikan.

Berdasarkan hasil uji reliabilitas dan uji validitas, Variabel Orientasi Mutualitas, Variabel
Iklim Keterbukaan, dan Variabel Kepercayaan pada Pemerintah dinyatakan valid dan reliable.
Sebelum dilakukan uji regresi berganda, dilakukan beberapa uji asumsi sebelumnya, yaitu uji
normalitas, uji linearitas, uji korelasi bivariat, uji homokedastisitas, dan uji multikolinearitas.
Semua uji dilakukan baik untuk data keseluruhan maupun untuk data yang telah dikelompokkan
per platform media sosial. Berikut hasil dari uji asumsi yang dilakukan:

e Uji normalitas dilakukan menggunakan uji Skewness-Kurtosis dan probability plot. Hasil uji
data baik secara keseluruhan maupun dibagi berdasarkan platform media sosial (7witter,
Instagram, Facebook) menunjukkan bahwa data pada seluruh variabel terdistribusi normal.

e Uji linearitas dilakukan menggunakan uji signifikansi linearitas (/inearity) dengan indikator
signifikansi (Linearity) kurang dari 0,05. Hasil uji pada data keseluruhan maupun data per
media sosial menunjukkan bahwa ada hubungan yang linear secara signifikan antara Variabel
Orientasi Mutualitas dengan Variabel Kepercayaan pada Pemerintah, ada hubungan yang linear
secara signifikan antara Variabel Iklim Keterbukaan dengan Variabel Kepercayaan pada
Pemerintah, sehingga dapat dilakukan analisis regresi berganda pada semua variabel.

e Uji korelasi bivariat menggunakan Pearson’s Correlation, dengan nilai r tabel 0,137 untuk 350
sampel. Hasil uji pada data keseluruhan maupun data per media sosial menunjukkan bahwa
terdapat korelasi yang signifikan antara variabel Orientasi Mutualitas dengan variabel
Kepercayaan pada Pemerintah, maupun antara variabel Iklim Keterbukaan dengan variabel
Kepercayaan pada Pemerintah.

o Uji homokedastisitas dilakukan menggunakan metode Scatterplot. Hasil uji pada data
keseluruhan maupun data per media sosial menunjukkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas.

e Uji multikolinearitas bertujuan untuk melihat korelasi antar variabel independen dalam model
regresi melalui nilai toleransi dan nilai Variance Inflation Factor (VIF). Hasil uji pada data
keseluruhan maupun data per media sosial menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas
dalam model regresi.

Hasil analisis data disajikan di bagian berikut dalam tulisan ini. Pada tabel berbahasa Inggris,
angka desimal dinyatakan dengan tanda titik. Sedang pada tabel dan analisis berbahasa Indonesia,
angka desimal dinyatakan dengan tanda koma.

3.1. Tabel Data Hasil Pengujian Data Keseluruhan
Tabel 2. Model-model Regresi dari Hasil Uji Stepwise Data Keseluruhan

Model Summary

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate
1 .849° .720 J19 5.125
2 .861° 741 740 4.935

a. Predictors: (Constant), Iklim Keterbukaan
b. Predictors: (Constant), Iklim Keterbukaan, Orientasi Mutualitas

Uji regresi dengan metode stepwise yang dilakukan pada data keseluruhan menghasilkan dua
model regresi yang dapat digunakan dalam penelitian ini. Pada Model 1 hanya variabel iklim
keterbukaan diregresikan terhadap variabel kepercayaan pada pemerintah. Sedang pada Model 2
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variabel iklim keterbukaan dan variabel orientasi mutualitas diregresikan terhadap variabel
kepercayaan pada pemerintah.

Hasil uji Model 1 menunjukkan iklim keterbukaan memiliki pengaruh sebesar 71,9% terhadap
kepercayaan pada pemerintah. Sementara itu pada Model 2, iklim keterbukaan dan orientasi
mutualitas memiliki pengaruh sebesar 74% terhadap kepercayaan pada pemerintah. Karena
memiliki pengaruh yang paling besar, maka Model 2 dapat dinilai sebagai model terbaik dalam
analisis regresi ini. Namun dapat dilihat bahwa iklim keterbukaan memberi pengaruh dominan,
memprediksi sampai 71,9% dari kepercayaan pada pemerintah, sedang secara bersama dengan
orientasi mutualitas, kemampuan prediksi meningkat menjadi 74%. Jadi, orientasi mutualitas hanya
'menambahkan' kemampuan prediksi sebanyak 2,1%. Hasil regresi juga menunjukkan bahwa 26%
kepercayaan pada pemerintah dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diuji dalam penelitian ini.

Tabel 3. Koefisien Regresi dari Hasil Uji Stepwise Data Keseluruhan

Coefficients®
Model Unstandardized Coefficients Sggz%zngj T Sig.
B Std. Error Beta
1 (Constant) 4.234 1.699 2.493 .013
Iklim Keterbukaan 1.099 .037 .849 29.922 .000
2 (Constant) 1.652 1.706 .969 .333
Iklim Keterbukaan 730 .078 .563 9.373 .000
Orientasi Mutualitas .239 .045 320 5.326 .000

a. Dependent Variable: Kepercayaan pada Pemerintah

Pada Model 1, Y = 0,849.X, dengan signifikansi 0,000; berarti dapat diprediksi bahwa setiap
kenaikan Iklim Keterbukaan sebanyak 1 poin, maka Kepercayaan pada Pemerintah akan meningkat
0,849. Iklim keterbukaan berpengaruh secara positif terhadap Kepercayaan pada Pemerintah.
Sedangkan pada Model 2, Y = 0,563.X2+0,320.X1 dengan signifikansi 0,000; maka dapat
diprediksi bahwa setiap kenaikan Iklim Keterbukaan sebanyak 1 poin, maka Kepercayaan pada
Pemerintah akan meningkat 0,563 poin; sedang setiap kenaikan Orientasi Mutualitas sebanyak 1
poin, maka Kepercayaan pada Pemerintah akan meningkat 0,320 poin. Berdasarkan hasil uji yang
berbentuk kedua model, dapat disimpulkan hal-hal berikut:

e Hipotesis faktor iklim keterbukaan dalam komunikasi dialogis yang dilakukan Kemnaker
melalui media sosial memengaruhi kepercayaan pada pemerintah secara positif diterima. H2
diterima.

e Hipotesis faktor orientasi mutualitas dalam komunikasi dialogis yang dilakukan Kemnaker
melalui media sosial memengaruhi kepercayaan pada pemerintah secara positif diterima. H1
diterima.

e Hipotesis yang menyatakan bahwa faktor iklim keterbukaan lebih dapat memengaruhi
kepercayaan pada Kemnaker secara positif dibanding faktor orientasi mutualitas diterima. H3
diterima.

Untuk mendapatkan informasi lebih rinci, uji regresi berganda menggunakan Stepwise

Regression dilakukan pula terhadap dimensi-dimensi dari variabel independen terhadap variabel
dependen dan menghasilkan lima model regresi yang dapat digunakan dalam penelitian ini.
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Tabel 4. Model-model Regresi dari Hasil Uji Stepwise per Dimensi

Model Summary
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate
1 .805° 0.648 0.647 5.750
2 .840° 0.706 0.704 5.262
3 .852¢ 0.725 0.723 5.093
4 .862¢ 0.742 0.739 4.940
v .864° 0.746 0.742 4914

a. Predictors: (Constant), Dimensi Transparansi

b. Predictors: (Constant), Dimensi Transparansi, Dimensi Aksesibilitas

c. Predictors: (Constant), Dimensi Transparansi, Dimensi Aksesibilitas, Dimensi Landasan

d. Predictors: (Constant), Dimensi Transparansi, Dimensi Aksesibilitas, Dimensi Landasan, Dimensi Keaslian

e. Predictors: (Constant), Dimensi Transparansi, Dimensi Aksesibilitas, Dimensi Landasan, Dimensi Keaslian, Dimensi Empati

Data hasil uji pada dimensi-dimensi ini menunjukkan bahwa dimensi Transparansi memberi
pengaruh dominan, memprediksi sampai 64,7% dari Kepercayaan Pada Pemerintah. Sedang secara
bersama dengan dimensi Aksesibilitas, Landasan, Keaslian dan Empati, kemampuan prediksi
meningkat menjadi 74,2%. Jadi, dimensi Aksesibilitas, Landasan, Keaslian dan Empati hanya
menambahkan kemampuan prediksi sebanyak 9,5%.

3.2. Tabel Data Hasil Pengujian Data per Media Sosial
Tabel 5. Model-model Regresi dari Hasil Uji Stepwise Data Per Media Sosial

Model Summary
Twitter Instagram Facebook
Model Adjusted Adjusted Adjusted
R R Square R Square R R Square R Square R R Square R Square
.827° 0.684 0.681 .881° 0.776 0.774 .803a 0.645 0.642
.845° 0.713 0.708 .889° 0.790 0.787 .818b 0.670 0.663

1

2

a. Predictors: (Constant), Iklim Keterbukaan

b. Predictors: (Constant), Iklim Keterbukaan, Orientasi Mutualitas

Pengujian pada masing-masing media sosial juga menghasilkan dua model regresi. Pada
model pertama di masing-masing media sosial, variabel iklim keterbukaan diregresikan terhadap
variabel kepercayaan pada pemerintah, dan pada model kedua, variabel iklim keterbukaan dan
variabel orientasi mutualitas diregresikan terhadap variabel kepercayaan pada pemerintah.

Hasil uji data terpisah dari ketiga media sosial ini juga menunjukkan bahwa nilai Adjusted R
Square Model 2 lebih besar daripada Model 1, yang berarti Model 2 dapat dinilai sebagai model
terbaik dalam analisis regresi di masing-masing media sosial. Perbandingan pengaruh tiap variabel
di masing-masing media sosial dapat dilihat pada Tabel 6. Data dalam tabel ini menunjukkan
bahwa pengaruh paling tinggi, baik dari variabel iklim keterbukaan saja ataupun dari kombinasi
variabel iklim keterbukaan dan variabel orientasi mutualitas terhadap variabel kepercayaan pada
pemerintah, terjadi di media sosial Instagram.

Tabel 6. Perbandingan Pengaruh Tiap Variabel di Tiap Media Sosial

. Pengaruh Iklim
Pengaruh Iklim
Keterbukaan dan . .
. . Keterbukaan terhadap . . . Pengaruh variabel lain
Media Sosial Orientasi Mutualitas ; o
Kepercayaan pada terhadap Kepercavaan di luar penelitian

Pemerintah p fiepereay

pada Pemerintah
Twitter 68,1% 70,8% 28,2%
Instagram 77,4% 78, 7% 21,3%
Facebook 64,2% 66,3% 33,7%
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Tabel 7. Koefisien Regresi dari Hasil Uji Stepwise Data Per Media Sosial

Coefficients”
Media Unstanda.rdized Smndan.iized .
Sosial Model Coefficients Coefficients t Sig.
B Std. Error Beta

1 (Constant) 6.994 3.187 2.195 0.030
Iklim Keterbukaan 1.035 0.070 0.827 14.801 0.000
Twitter 2 (Constant) 4.803 3.131 1.534 0.128
Iklim Keterbukaan 0.617 0.148 0.493 4.167 0.000
Orientasi Mutualitas 0.265 0.084 0.375 3.168 0.002
1 (Constant) 0.149 2.560 0.058 0.954
Tklim Keterbukaan 1.197 0.055 0.881 21.702 0.000
Instagram 2 (Constant) -2.297 2.616 -0.878 0.381
Iklim Keterbukaan 0.856 0.125 0.631 6.868 0.000
Orientasi Mutualitas 0.218 0.072 0.277 3.019 0.003
1 (Constant) 9.809 3.245 3.023 0.003
Iklim Keterbukaan 0.971 0.070 0.803 13.951 0.000
Facebook 2 (Constant) 6.622 3.348 1.978 0.051
Iklim Keterbukaan 0.638 0.137 0.528 4.657 0.000
Orientasi Mutualitas 0.227 0.081 0.316 2.789 0.006

a. Dependent Variable: Kepercayaan pada Pemerintah

Pada Model 1, dapat diprediksi bahwa di Twitter persamaan regresi Y = 0,827.X2 dengan
signifikansi 0,000. Artinya, setiap kenaikan Iklim Keterbukaan sebanyak 1 poin, maka
Kepercayaan pada Pemerintah akan meningkat 0,827 poin. Pada Instagram persamaan regresi Y =
0,881.X2 dengan signifikansi 0,000. Artinya, setiap kenaikan Iklim Keterbukaan sebanyak 1 poin,
maka Kepercayaan pada Pemerintah akan meningkat 0,881 poin. Pada Facebook persamaan regresi
Y = 0,803.X2. Artinya, setiap kenaikan Iklim Keterbukaan sebanyak 1 poin, maka Kepercayaan
pada Pemerintah akan meningkat 0,803 poin.

Sedangkan berdasar uji koefisien regresi yang dilakukan pada Model 2, dapat diprediksi
bahwa di Twitter persamaan regresi Y = 0,493.X2+0,375.X1. Artinya, setiap kenaikan Iklim
Keterbukaan sebanyak 1 poin, maka Kepercayaan pada Pemerintah akan meningkat 0,493 poin,
dan setiap kenaikan Orientasi Mutualitas sebanyak 1 poin, maka Kepercayaan pada Pemerintah
akan meningkat 0,375 poin. Di Instagram persamaan regresi Y = 0,631.X2+0,277.X1. Artinya,
setiap kenaikan Iklim Keterbukaan sebanyak 1 poin, maka Kepercayaan pada Pemerintah akan
meningkat 0,631poin, dan setiap kenaikan Orientasi Mutualitas sebanyak 1 poin, maka
Kepercayaan pada Pemerintah akan meningkat 0,277 poin. Sementara pada Facebook, Y =
0,528.X2+0,316.X1. Artinya, setiap kenaikan Iklim Keterbukaan sebanyak 1 poin, maka
Kepercayaan pada Pemerintah akan meningkat 0,528 poin, dan setiap kenaikan Orientasi
Mutualitas sebanyak 1 poin, maka Kepercayaan pada Pemerintah akan meningkat 0,316 poin.

Hal-hal yang dapat disimpulkan dari hasil pengujian di atas adalah:

o Berdasarkan data regresi pada Model 1; baik di Twitter, Instagram, maupun Facebook;
variabel Iklim keterbukaan berpengaruh secara positif terhadap variabel Kepercayaan pada
Pemerintah. H2 diterima.

e Berdasarkan data regresi pada Model 2; baik di Twitter, Instagram, maupun Facebook, variabel
Orientasi Mutualitas berpengaruh secara positif terhadap variabel Kepercayaan pada
Pemerintah. H1 diterima.

e Berdasarkan nilai koefisien Beta pada tiga platform media sosial yang diteliti, variabel iklim
keterbukaan lebih dapat memprediksi kepercayaan pada pemerintah dibanding faktor orientasi
mutualitas. Artinya, hipotesis yang menyatakan bahwa faktor iklim keterbukaan lebih dapat
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memengaruhi kepercayaan pada Kemnaker secara positif dibanding faktor orientasi mutualitas
diterima di ketiga platform media sosial tersebut. H3 diterima.

3.3. Pembahasan
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh faktor orientasi mutualitas dan iklim

keterbukaan di dalam komunikasi dialogis yang dilakukan pemerintah, dalam hal ini Kementerian
Ketenagakerjaan RI, melalui media sosial terhadap kepercayaan pada pemerintah, dan juga
menjelaskan faktor mana yang lebih memengaruhi kepercayaan tersebut. Secara umum, temuan-
temuan dalam penelitian ini berhasil membuktikan ketiga hipotesis yang diajukan sebelumnya
dapat diterima. Analisis data yang dilakukan pada data per media sosial dilakukan dalam perjalanan
penelitian ini dengan mempertimbangkan adanya perbedaan karakteristik dari masing-masing
platform media sosial (Pelletier et al., 2020; Smith et al., 2012), di mana media sosial yang berbeda
cenderung memiliki kebiasaan dan interaksi pengguna yang berbeda pula (Zhong et al., 2017).

a) Komunikasi dialogis dan kepercayaan
Seperti dikatakan Kent & Taylor (2002), bahwa dengan menggunakan pendekatan yang

berpusat pada publik, komunikasi dialogis berfokus pada hasil yang bersifat relasional termasuk
kepercayaan. Hasil penelitian ini memperkuat penelitian-penelitian sebelumnya yang melihat
adanya hubungan antara komunikasi dialogis dengan kepercayaan (Chen et al., 2021; Kang et al.,
2018; Yang et al., 2015). Persentase pengaruh kedua faktor komunikasi dialogis di media sosial
terhadap kepercayaan pada pemerintah yang cukup besar juga menandakan bahwa memang
kepercayaan dianggap sebagai salah satu hasil terpenting dalam komunikasi dialogis organisasi-
publik (Kang et al., 2018; Yang et al., 2015). Dari hasil penelitian ini pun dapat pula dilihat bahwa
benar jika sifat interaktif dan kolaboratif dari media sosial memungkinkan organisasi untuk
menunjukkan orientasi mutualitas dan menciptakan iklim keterbukaan dalam komunikasi dialogis
(Men et al., 2018; Yang et al., 2010).

b)  Pengaruh Faktor Orientasi Mutualitas terhadap Kepercayaan pada Pemerintah
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor orientasi mutualitas dalam komunikasi

dialogis yang dilakukan Kemnaker melalui media sosial memengaruhi kepercayaan pada
pemerintah secara positif. Namun dalam pengujian terhadap data yang dilakukan, baik pada data
keseluruhan maupun data per media sosial, faktor orientasi mutualitas ternyata hanya sedikit sekali
menambahkan pengaruh dalam komunikasi dialogis yang dilakukan.

¢) Pengaruh Faktor Iklim Keterbukaan terhadap Kepercayaan pada Pemerintah
Hipotesis bahwa faktor iklim keterbukaan dalam komunikasi dialogis yang dilakukan

Kemnaker melalui media sosial dapat memengaruhi kepercayaan pada pemerintah secara positif
dapat dibuktikan dalam penelitian ini. Demikian pula dengan hipotesis bahwa iklim keterbukaan
lebih dapat memengaruhi kepercayaan pada Kemnaker dibanding faktor orientasi mutualitas. Hasil
penelitian ini jelas menunjukkan bahwa faktor iklim keterbukaan memberi pengaruh dominan
dalam memprediksi kepercayaan pada pemerintah, cukup jauh dibandingkan dengan faktor
orientasi mutualitas. Hasil tersebut sejalan dengan temuan Yang et al. (2015) di mana faktor iklim
keterbukaan di dalam komunikasi dialogis organisasi-publik memiliki efek yang jauh lebih kuat
terhadap kepercayaan dibandingkan dengan faktor orientasi mutualitas.

Ketiga dimensi dalam faktor iklim keterbukaan (aksesibilitas, keaslian, dan transparansi)
difasilitasi dengan baik oleh karakteristik keterbukaan, partisipasi, dan berbagi yang dimiliki oleh
media sosial sebagai perantara penting untuk interaksi antara pemerintah dan publiknya (Gohar
Feroz Khan et al., 2014). Konteks penelitian ini adalah tentang penggunaan media sosial oleh
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pemerintah (Kemnaker RI) di masa pandemi Covid-19 untuk menyebarkan infromasi program-
program bantuan untuk mengatasi efek pandemi. Karena itu, menjadi masuk akal bagaimana iklim
keterbukaan dalam komunikasi dialogis pemerintah di media sosial berpengaruh cukup besar
terhadap kepercayaan pada pemerintah. Apa yang muncul di media sosial pemerintah tentunya
dapat membangkitkan ekspektasi publik yang spesifik terhadap pemerintah (DePaula et al., 2018).
Melalui media sosial pemerintah, publik mengharapkan informasi yang dapat diakses secara
terbuka dan transparan terkait dengan program-program bantuan yang dibutuhkan publik selama
pandemi Covid-19.

Menilik penelitian-penelitian sebelumnya terkait kepercayaan pada pemerintah, salah satu
dimensi dari iklim keterbukaan yang cukup banyak dibahas adalah transparansi. Menjawab studi
Grimmelikhuijsen et al. (2013) bahwa transparansi memiliki efek lemah dan terkadang negatif
terhadap kepercayaan pada pemerintah, Porumbescu (2016) menyatakan bahwa efek transparansi
terhadap tingkat kepercayaan pada pemerintah bergantung pada bagaimana informasi tersebut
disajikan, yaitu bahwa transparansi dalam bentuk sajian informasi yang ringkas dan tidak terlalu
rinci seperti yang disajikan di media sosial cenderung lebih efektif untuk meningkatkan
kepercayaan pada pemerintah. Sedangkan Song & Lee (2016) menunjukkan bahwa peningkatan
persepsi masyarakat mengenai transparansi pemerintah melalui media sosial telah menjadi sarana
yang efektif bagi pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Sejalan dengan hasil penelitian Porumbescu (2016) serta Song & Lee (2016), hasil uji regresi pada
dimensi-dimensi dari variabel iklim keterbukaan dan orientasi mutualitas menunjukkan bahwa
dimensi transparansi memang memberi pengaruh paling dominan terhadap kepercayaan pada
pemerintah dibandingkan dimensi-dimensi lainnya.

d) Pengaruh lainnya
Selain pengaruh dari faktor-faktor dalam komunikasi dialogis, hasil penelitian juga

menunjukkan bahwa kepercayaan pada pemerintah juga dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak
dimasukkan dalam penelitian ini. Hal-hal yang juga dapat memengaruhi kepercayaan pada
pemerintah antara lain adalah faktor-faktor demografis seperti usia, pendidikan, wilayah dan
lainnya (Gongalves et al., 2021; Hitlin & Shutava, 2022; D. Lee & Van Ryzin, 2020), peraturan dan
penanganan krisis (Goldfinch et al., 2021; Oude Groeniger et al., 2021), penggunaan teknologi
pelayanan (Kim et al., 2019; Mansoor, 2021), serta perbedaan pandangan politik, pengalaman
pribadi, perspektif keadilan, dan akuntabilitas (Hitlin & Shutava, 2022).

e) Pengaruh jenis platform media sosial
Hasil penelitian pada data per media sosial pun menunjukkan hasil yang tidak jauh berbeda,

yaitu bahwa baik di Twitter, Instagram, maupun Facebook, faktor orientasi mutualitas dan faktor
iklim keterbukaan dalam komunikasi dialogis pemerintah di media sosial berpengaruh terhadap
kepercayaan pada pemerintah, dengan pengaruh dominan berasal dari faktor iklim keterbukaan. Hal
yang membedakan hasil dari ketiga media sosial ini adalah besar pengaruhnya, di mana pengaruh
iklim keterbukaan maupun pengaruh gabungan dari iklim keterbukaan dan orientasi mutualitas
terhadap kepercayaan pada pemerintah yang paling besar terjadi di [mstagram. Sedangkan,
pengaruh faktor mutualitas yang paling besar terjadi di Twitter, dan pengaruh tertinggi dari variabel
lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini berada di Facebook. Masing-masing platform
media sosial tersebut memiliki arsitektur dan budaya platform yang berbeda, yang kemudian dapat
menciptakan dasar yang sangat berbeda untuk pembentukan identitas dan kelompok pengguna di
dalamnya (van Dijck, 2013). Hal ini memungkinkan pula munculnya perbedaan dalam pendapat

154



PENGARUH KOMUNIKASI DIALOG TERHADAP KEPERCAYAAN PADA PEMNERINTAH
Andhini Hastrida, Hendriyani

dan sudut pandang pengguna terhadap suatu hal, termasuk di dalamnya komunikasi media sosial
pemerintah.

Selain itu, media sosial Kemnaker dikelola oleh admin yang berbeda untuk setiap platform-
nya, sehingga tanpa adanya prosedur standar operasi tertulis yang mengatur pola interaksi dengan
publik Kemnaker di media sosial, perbedaan interaksi dengan publik di masing-masing media
sosial sangat mungkin terjadi. Perbedaan tersebut juga bisa menjadi salah satu penyebab
munculnya perbedaan hasil penelitian di masing-masing media sosial. Penelitian ini hanya melihat
seberapa besar pengaruh faktor-faktor komunikasi dialogis di media sosial terhadap kepercayaan
pada pemerintah, sehingga belum dapat mendefinisikan lebih lanjut mengenai alasan-alasan
mengapa pengaruh tersebut muncul lebih tinggi atau lebih rendah di media sosial tertentu.

4. PENUTUP

4.1. Kesimpulan
Hasil penelitian membuktikan adanya pengaruh dari faktor orientasi mutualitas dan faktor

iklim keterbukaan dalam komunikasi dialogis yang dilakukan pemerintah di media sosial terhadap
kepercayaan publik pada pemerintah. Persentase pengaruh yang cukup besar menunjukkan bahwa
untuk mendapatkan dan meningkatkan kepercayaan publik pada pemerintah, penting bagi lembaga
pemerintah untuk melakukan komunikasi dialogis di media sosial dengan publiknya secara tepat.

Faktor iklim keterbukaan ternyata jauh lebih berpengaruh daripada faktor orientasi mutualitas.
Hal ini berarti kombinasi dari upaya-upaya pemberian akses yang sama dalam komunikasi,
penciptaan lingkungan komunikasi yang menunjukkan keaslian, dan keterbukaan informasi yang
transparan yang dilakukan pemerintah di media sosial dapat lebih memprediksi kepercayaan publik
pada pemerintah dibandingkan dengan upaya-upaya pembangunan landasan yang sama, ajakan
kolaborasi, kesetaraan dalam komunikasi, daya tanggap terhadap kebutuhan publik, rasa hormat,
dan empati pada publik di media sosial.

Sementara itu, jika dilihat per platform media sosial, pengaruh iklim keterbukaan dan orientasi
mutualitas terhadap kepercayaan pada pemerintah yang paling besar terjadi di Instagram.
Sedangkan, pengaruh faktor mutualitas yang paling besar terjadi di Twitter, dan pengaruh tertinggi
dari variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini berada di Facebook. Dibutuhkan
penelitian lebih lanjut untuk melihat apakah perbedaan-perbedaan ini muncul akibat adanya
perbedaan karakteristik dari masing-masing platform media sosial, ataukah karena adanya
perbedaan dalam teknis pengelolaan masing-masing media sosial.

4.2. Keterbatasan Penelitian
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu ditangani dalam penelitian

selanjutnya. Pertama, toleransi dalam pengambilan sampel sebesar 10%, sedangkan standar
toleransi yang disarankan dalam ilmu sosial adalah sebesar 5% saja. Karena, semakin kecil
toleransi kesalahan, maka akan semakin akurat sampel yang ada dalam menggambarkan populasi.

Kedua, metode pengambilan sampel menggunakan accidental sampling, yaitu teknik
penentuan sampel non-probablilitas, di mana peneliti bisa mengambil sampel pada siapa saja yang
ditemui tanpa perencanaan sebelumnya. Metode sampling ini cepat, murah, mudah, dan responden
tersedia dengan mudah, namun metode ini juga rawan memiliki ketidakmampuan untuk
menggenaralisasi hasil survei ke populasi secara keseluruhan, dikarenakan representasi populasi
yang bisa jadi kurang atau malah berlebihan.

Ketiga, penelitian ini masih mereplikasi skala pengukuran OPDC dari (Yang et al., 2015),
sementara hasil analisis faktor pada kedua variabel independen menunjukkan adanya perubahan
pengelompokkan dimensi pada dua wvariabel tersebut. Untuk penelitian selanjutnya, dapat
digunakan hasil analisis faktor ini untuk pengelompokkan dimensi dalam variabel. Keempat,
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penelitian ini hanya dilakukan pada satu instansi pemerintah saja, yaitu Kementerian
Ketenagakerjaan RI, sehingga hasil yang diperoleh belum bisa menggambarkan komunikasi
dialogis pemerintah secara lebih umum.

4.3. Saran
Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi penelitian

selanjutnya yang akan membahas komunikasi dialogis di media sosial, terutama di media sosial
pemerintah, ataupun pembentukan kepercayaan publik pada pemerintah. Beberapa keterbatasan
penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya perlu dijadikan catatan untuk diperbaiki pada
penelitian-penelitian selanjutnya. Penelitian tentang komunikasi dialogis di media sosial yang lebih
terfokus di satu platform media sosial tertentu perlu dilakukan untuk mengembangkan kajian
komunikasi dialogis di media sosial dan memberikan pemahaman yang lebih baik dan spesifik,
mengingat adanya perbedaan karakteristik pada masing-masing platform media sosial. Hasil
analisis faktor yang menunjukkan adanya perubahan pengelompokkan dimensi dalam variabel dan
hasil uji reliabilitas pada data per media sosial dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam kajian
lebih lanjut untuk menyesuaikan skala OPDC dalam komunikasi di media sosial. Selain itu, walau
memberi sumbangan kecil bagi prediksi terhadap kepercayaan publik pada pemerintah, penelitian
berikutnya dapat mempertimbangkan untuk memasukkan faktor demografis, perbedaan pandangan
politik, dan pengalaman pribadi.

Secara praktis, penelitian ini menyarankan bahwa dalam rangka meningkatkan kepercayaan
publik kepada pemerintah, pengelolaan media sosial pemerintah, dalam hal ini Kemnaker RI, perlu
menerapkan prinsip-prinsip dari faktor iklim keterbukaan maupun orientasi mutualitas dalam
komunikasi dialogis untuk membangun dan mengelola hubungan dengan publiknya di media
sosial. Pengelola perlu menunjukkan upaya memahami publiknya di media sosial dengan
memerhatikan pendapat dan kebutuhan publik yang disampaikan, mengutamakan kepentingan
publik ketika berinteraksi, menunjukkan kepedulian pada apa yang dialami dan dirasakan publik,
serta mencoba memahami masalah dari sudut pandang publik. Pengelola juga perlu menjaga tujuan
komunikasi di media sosialnya untuk kemajuan bersama, dengan cara membagikan akses informasi
yang terbuka untuk semua publik di media sosial lembaga, jujur dan transparan dalam
mengkomunikasikan isu-isu ketenagakerjaan, mengakui perbedaan pandangan dengan publik
sebagai hal yang wajar, memberikan kebebasan pada publik untuk menyampaikan pendapat, baik
berupa kritik, saran, maupun keluhan, hingga menerima pendapat yang disampaikan publik di
media sosial sebagai hal yang patut dipertimbangkan.

Selain itu, pengelola media sosial Kemnaker harus memiliki komitmen tinggi untuk
melakukan komunikasi yang baik dengan publiknya di media sosial, di antaranya dengan
menggunakan bahasa yang ramah, jelas, dan mudah dipahami publik, tetap santun dalam
menghadapi perbedaan pendapat dengan publik, mudah diajak berkomunikasi di media sosial dan
tidak berbelit-belit, memberikan informasi yang dibutuhkan publik di waktu yang tepat, dan
responsif dalam menanggapi pesan-pesan yang disampaikan publik di media sosial. Hal-hal
tersebut dapat membangun komunikasi dialogis organisasi-publik di media sosial karena
komunikasi dialogis berfokus pada hasil yang bersifat relasional termasuk kepercayaan, kepuasan,
dan simpati; sehingga pada akhirnya berpengaruh terhadap kepercayaan publik pada pemerintah.
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